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ABSTRACT 
The purpose of this research to examine and analyze the influence of the 
internal control system, human resource competencies and application of local 
goverment financial accounting system to the information value of accounting entity 
financial.. 
The questionnaires amounted to 57 distributed to all the chief financial 
officer on employees of local government units (SKPD) the local goverment of 
Grobogan regency. Data were collected using questionnaire survey. The data were 
processed using SPSS version 21.0. The multiple linear regression analysis was 
employed to test research hypotheses.  
The results of hypothesis testing show that the internal control system, 
human resource competencies and application of local goverment financial 
accounting system have significant positive effects on the information value of 
accounting entity financial reporting. 
 
Keywords :internal control system, human resource competencies, application of 
local goverment financial accounting system, and the information value of 
accounting entity financial. 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh 
sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia dan penerapan 
sistem akuntansi keuangan daerah terhadap pelaporan keuangan pemerintah 
daerah. 
Kuesioner yang berjumlah 57 dibagikan kepada seluruh kepala urusan 
keuangan pada semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilingkungan 
pemerintah daerah Kabupaten Grobogan. Pengumpulan data penelitian ini 
menggunakan survei kuesioner. Data yang dikumpulkan diolah dengan 
menggunakan program SPSS versi 21.0. Metode statistik yang digunakan untuk 
menguji hipotesis adalah analisis regresi linear berganda.  
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern, 
kompetensi sumber daya manusia, dan peneraapan sistem akuntansi keuangan 
daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi 
pelaporan keuangan entitas akuntansi. 
Kata kunci: Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia, 
Penerapan Sistem Akuntansi Daerah, dan Kualitas Laporan 
Keuangan Daerah. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
Dalam bab pendahuluan ini dibahas beberapa alasan yang menjadi latar 
belakang dilakukannya penelitian mengenai pengaruh kompetensi sumber daya 
manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan sistem pengendalian 
intern pemerintah pada kabupaten Grobogan. Selain itu rumusan masalah sebagai 
fokus penelitian, manfaat dan tujuan penelitian serta sistematika penulisan juga 
akan disajikan dalam bab ini. Berikut penjelasan mengenai latar belakang 
masalah, rumusan masalah, manfaat, dan tujuan penulisan serta sistematika 
penulisan. 
1.1 Latar Belakang 
Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia 
pada saat ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga 
publik, baik di pusat maupun daerah (Indriasari dan Nahartyo, 
2008).Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggung 
jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam 
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu 
media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 
2006). 
Menurut  Indriasari dan Nahartyo (2008) dimensi akuntabilitas publik 
meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, 
akuntabilitasprogram, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial 
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(keuangan). Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas finansial 
khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk 
mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingan 
(stakeholder).Governmental Accounting Standards Board (1999) dalam Concepts 
Statements No. 1 tentang Objectives of Financial Reporting menyatakaan bahwa 
akuntabilitas merupakan dasar pelapor keuangan di pemerintahan yang didasari 
oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas 
pengumpulan sumber daya dan penggunannya  
(seagov.org/concepts_statments/con_stmts_one. shmtl). 
Laporan keuangan pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
71 Tahun 2010 tenatng Standar Akuntansi Penjekasan Umum Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa lingkup pengaturan 
Peraturan Pemerintah ini meliputi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis 
Akrual dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Kas Menuju Akrual. 
Selanjutnya, setiap entitas pelaporan, baik pada pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah wajib melaksanakan SAP Berbasis Akrual.Walaupun entitas 
pelaporan untuk sementara masih diperkenankan menerapkan SAP Berbasis Kas 
Menuju Akrual, entitas pelaporan diharapkan dapat segera menerapkan SAP 
Berbasis Akrual.Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis 
Akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku 
kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan 
pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan.Hal ini sejalan dengan 
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salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding 
dengan manfaat yang diperoleh. 
Laporan keuangan pemerintah diatur dalam Lampiran Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintah.Lampiran  Perauran Pemerintah menyatakan bahwa laporan keuangan 
disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan 
dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu 
periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai 
sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan 
operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas 
dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya 
terhadap peraturan perundang-undangan.  
Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-
upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan 
secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: 
1) Akuntabilitas  
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan 
kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan secara periodik. 
2) Manajemen  
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu 
entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi 
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perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan 
ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat. 
3) Transparansi  
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat  
berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk  mengetahui 
secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam 
pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada 
peraturan perundang-undangan. 
4) Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)  
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan 
pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang 
dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut 
menanggung beban pengeluaran tersebut.  
5) Evaluasi Kinerja  
Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber 
daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang 
direncanakan. 
 Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang 
bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat 
keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:   
1) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya 
keuangan;  
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2) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan 
untuk membiayai seluruh pengeluaran;  
3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang 
digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;  
4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai 
seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;  
5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas 
pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka 
pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak 
dan pinjaman;  
6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas 
pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat 
kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. 
 Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan 
pemerintah, namun tidak terbatas pada:   
1) masyarakat;  
2) wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;  
3) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan 
pinjaman; dan   
4) pemerintah. 
 Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum 28 untuk 
memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna.Dengan 29 
demikian, laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi 
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kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna.Namun demikian, 
berhubung laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas 
pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang disajikan setidak-
tidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh 
ketentuan peraturan perundang-undangan (statutory reports).Selain itu, karena 
pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, maka ketentuanlaporan 
keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu 
mendapat perhatian. 
 Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi 
kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila 
didasarkan pada basis akrual, yakni berdasarkan pengakuan munculnya hak dan 
kewajiban, bukan berdasarkan pada arus kas semata. 
 Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam 
laporan keuangan, pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan 
dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan 
pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemerintah dapat menentukan bentuk dan 
jenis informasi tambahan untuk kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang 
diatur dalam kerangka konseptual ini maupun standar-standar akuntansi yang 
dinyatakan lebih lanjut. 
Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD 
dan merupakan dasar dari pelaporan keuangan pemerintahan yang didasari oleh 
adanya hak masyarakat untuk mengetaui dan menerima penjelasan atas 
pengumpulan sumber daya dan penggunanya (Pramudiarta dan Juliarto, 2015). 
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Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat 
maupun pemerintah daerah harus bisa dan mampu menjadi subjek pemberi 
informaasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, 
relevan, tepat waktu, konsisten, dan dapat dipercaya.Pemberian informasi dan 
pengungkapan kinerja keuangan ini termasuk dalam rangka pemenuhan hak-hak 
masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk diperhatikan 
aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan,dan hak menuntut 
pertanggungjawaban (Halim 2008). 
Menurut Suwardjono (2005) menyatakan bahwa informasi bermanfaat 
bagi para pemakai laporan keuangan adalah informasi yang mempunyai nilai. 
Informasi akan bermanfaat apabila informasi dapat mendukung pengambilan 
keputusan dan andal. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah 
akan digunakan oleh pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan 
keputusan. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi 
yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, 
pengendalian, dan pengambilan keputusan. 
Berdasarkan fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan 
pemerintah masih belum seluruhnya memenuhi kriteria keterandalan dan 
ketepatwaktuan (timeliness). Mengingat bahwa keterandalan dan ketepatwaktuan 
merupakan dua unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan 
keputusan berbagai pihak, peneliti tertarik untuk meneliti hal apa yang mungkin 
mempengaruhi keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan 
pemerintan(Indriasari dan Nahartyo, 2008). 
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Di dalam Konsep Standar Pemeriksaan Keuangan Negara pada bab 
Standar Pekerjaan Lapangan Pemeriksaan Keuangan mengenai Pengendalian 
Intern disebutkan bahwa sistem informasi yang relevan dengan tujuan laporan 
keuangan, salah satunya adalah sistem akuntansi yang terdiri dari metode dan 
catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, mengikhtisarkan, dan 
melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) untuk memelihara 
akuntabilitas bagi aktiva, utang, dan ekuitas yang bersangkutan (BPK RI, 2006). 
Sistem akuntansi sebagai suatu sistem informasi membutuhkan manusia untuk 
menjalankan sistem yang ada.Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang 
berkualitas, maka kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem 
akuntansi sangatlah penting (Indriasari dan Nahartyo, 2008). 
Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan 
digunakanoleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk 
pengambilankeputusan (Arfianti, 2011). Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib 
memperhatikan informasi yangdisajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan 
perencanaan, pengendalian, danpengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang 
terdapat di dalam LaporanKeuangan Pemerintah Daerah harus mempunyai 
beberapa karakteristik kualitatifyang disyaratkan, sebagaimana disebutkan dalam 
Kerangka Konseptual AkuntansiPemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2010) antara lain : 
1) Ralevan, yang memiliki unsur-unsur berikut : 
a) Manfaat umpan balik (feedback value). 
b) Manfaat prediktif (predictive value). 
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c) Tepat waktu (timeliness). 
d) Lengkap. 
2) Andal, yang memenuhi karakteristik berikut : 
a) Penyajian jujur. 
b) Dapat diverifikasi (verifiability)  
c) Netralitas  
3) Dapat dibandingkan 
4) Dapat dipahami 
Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah merupakan prasyarat 
normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi 
kualitas yang dikehendaki, yaitu: (1) relevan, adalah informasi dikatakan relevan 
apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan 
pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa 
kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil 
evaluasi mereka di masa lalu; (2) andal, adalah informasi dalam laporan keuangan 
bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan 
setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi; (3) dapat dibandingkan, adalah 
informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat 
dibandingkan dengan laporankeuangan periode sebelumnya atau laporan 
keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya; (4) dapat dipahami, adalah 
informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna 
dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas 
pemahaman para pengguna. 
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Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat 
penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK).Ketika BPK 
memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan 
keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan 
secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa 
yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan 
Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi 
Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP). 
Menurut Penjelasan pasal 16 ayat 1 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini 
merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi 
keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Kriteria pemberian opini, 
adalah: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan 
pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap ketentuan peraturan 
perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern (Pramudiarta dan 
Juliarto, 2015). 
Pada Semester I Tahun 2014, BPK telah memeriksa 456 LKPD Tahun 
2013 dari pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Jumlah pemerintah daerah 
sampai dengan Semester I Tahun 2014 adalah 529. Hasil pemeriksaan BPK atas 
pelaksanaan PP Nomor 71 Tahun 2010 yangmemberlakukan Standar Akuntasi 
Pemerintahan (SAP) berbasis akrual untukpendapatan, belanja, aset, dan ekuitas 
paling lambat tahun 2015, mengungkapkan adanya kasus terkait ketidaksiapan 
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pemerintah daerah dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual yang terjadi 
pada 184 pemerintah daerah. 
Opini yang diberikan atas suatu laporan keuangan merupakan cermin bagi 
kualitas pengelolaan dan penyajian suatu laporan keuangan. Adanya kenaikan 
persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta penurunan persentase 
opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Tidak Memberikan Pendapat 
(TMP), secara umum menggambarkan adanya perbaikan yang dicapai oleh entitas 
pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang wajar sesuai dengan 
prinsip yang berlaku. Atas 456 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 
Tahun 2013, sebanyak 54 LKPD mengalami peningkatan opini dari WDP menjadi 
WTP.Kenaikan opini tersebut disebabkan entitas telah melaksanakan perbaikan 
atas kelemahan dalam LKPD tahun sebelumnya. Terhadap 456 LKPD Tahun 
2013, BPK memberikan opini WTP atas 153 LKPD, opini WDP atas 276 LKPD, 
opini TW atas 9 LKPD, dan opini TMP atas 18 LKPD (Badan Pemeriksa 
Keuangan, 2014). 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  (LKPD) Kabupaten Grobogan 
dalam tahun anggaran 2011 s/d 2014 mendapat penilaian dari BPK dengan Opini 
Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Keadaan ini menunjukkan bahwa kualitas 
laporan keuangan daerah Kabupaten Grobogan semakin membaik.Hal ini berarti 
beberapa LKPD Kabupaten Grobogan masih mengandung kelemahan-kelemahan 
dan belum mampu memenuhi kualitas informasi yang baik. Kelemahan-
kelemahan tersebut salah satunya mungkin dipengaruhi dari kapasitas atau 
kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan sistem informasi keuangan 
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daerah, sistempengendalian intern dan implementasi Standar Akuntasi 
Pemerintahan (SAP) yang belum sepenuhnya diterapkan pada SKPD di 
Kabupaten Grobogan. 
Kualitas laporan keuangan adalah penyajian laporan keuangan yang 
memiliki kriteria antara lain:   
1) Kesesuaian dengan SAP; 
2)  Kecukupan Pengungkapan; 
3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; 
4) Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).  
Kualitas laporan keuangan sangat berpengaruh pada akuntabilitas, dengan kualitas 
laporan keuangan yang baik akan memberikan dedikasi terhadap akuntabilitas 
atau pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang dibuat yang akan 
berpengaruh terhadap pemberian opini atas kewajaran informasi keuangan yang 
disajikan. (LHP BPK-RI atas LKPD Groogan Tahun 2011-2014). 
Permasalahan yang terjadi selama lima tahun terakhir dari Tahun 2011-
2014 dalam setiap penyajian LKPD yaitu masih terdapatnya beberapa temuan 
tentangketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan masih 
lemahnyaSistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mana keduanya 
merupakankriteria dari penilaian informasi keuangan yang disajikan sehingga 
dapat mempengaruhi opini dan kualitas LKPD tersebut. Kajian yang menarik 
perlu dipahami adalah penyajian laporan keuangan yang seharusnya dimiliki oleh 
pemerintah daerah.Namun, sampai saat ini penyajian laporan keuangan yang 
dimiliki oleh pemerintah daerah masih belum sesuai harapan.Kenyataan ini telah 
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ditemukan oleh BPK-RI melalui suatu sistem auditnya. Permasalahan-
permasalahan yang sering ditemukan oleh BPK-RI setiap tahun dalam 
pemeriksaan di Kabupaten Grobogan secara ringkas dapat dijelaskan sebagai 
berikut:   
1) Pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat; 
2) Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan; 
3) Terlambat menyampaikan laporan; 
4) Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai; dan  
5) Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai.  
6) Sistem Pengendalian Intern belum memadai (Laporan hasil Pemeriksaan BPK-
RI atas LKPD Grobogan Tahun 2011-2014). 
Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah masih belum 
memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan. Mengingat bahwa 
karakterisktik kualitatif merupakan unsur penting dalam Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan, maka peneliti tertarik 
untuk meneliti faktor sistem pengendalian intern, kompetensi SDM, dan sistem 
akuntansi keuangan daerah yang diduga mempengaruhi laporan keuangan 
pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Grobogan. 
Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh I Putu 
Upabayu Rama Mahaputra dan I Wayan Putra (2014) dan Sagung Intan Cahyani 
dan Nyoman Djinar Setiawina (2016) yang dalam hasil penelitiannya 
menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumberdaya 
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Manusia, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah secara positif dan 
signifikan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Kuangan Daerah Kabupaten 
Gianyar dan Tabanan.  
1.2 Rumusan Masalah 
Hasil penelitian Sagung Inten Evicahyani dan Nyoman Djinar Setiawina 
(2016) menunjukkan bahwa  Kompetensi SDM berpengaruh positif, Penerapan 
SAP, Pemanfaatan SIPKD dan Penerapan SPIP berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan. Selanjutnya hasil penelitian I Putu 
Upaabayu Rama Mahaputra dan I Wayan Putra menunjukkan bahwa kapasitas 
sumber daya manusia, sistem informasi keuangan daerah, sistem pengendalian 
intern dan implementasi standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan 
signifikan pada kualitas informasi akuntansi pada kualitas informasi pelaporan 
keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar. Tetapi 
dalam penelitian ini hanya diarahkan pada factor Kompetensi Sumdaya Daya 
Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem 
Pengendalian Intern yang diduga mempengaruhi Leporan Kuangan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Grobogan. 
Kompetensi sumber daya manusia dalam konteks perwujudan laporan 
keuanganbagi siapa pun termasuk pemerintah daerah merupakan faktor penting 
dalam rangkaperwujudan integritas keuangan, seperti yang dijelaskan oleh 
Widodo (2001) yaitu: “Kompetensi SDM adalah kemampuan SDM untuk 
melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal 
pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. SDM yang 
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berkompeten tersebut akan  mampu memahami logika akuntansi dengan baik. 
(Widodo dalam Kharis: 2010)”.   
Masih lemahnya kompetensi SDM dalam pengelolaan keuangan pada 
SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan yang 
menjadi sampel dalam pemeriksaan BPK tahun 2011 s/d 2014 dapat diuraikan 
antara lain: 
1) Pengelolaan Kas Daerah dan Kas BLUD belum optimal; 
2) Pengelolaan Persediaan pada RSUD Dr. R Soedjati dan Dinas Bina Marga 
belum memadai; 
3) Pengelolaan Aset Tetap kurang memadai; 
4) Pengelolaan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Prata belum memadai; 
5) Pengelolaan Kas di Bendaharan Pengeluaran pada 28 SKPD belum 
dilaksanakan dengan tertib. 
Suatu prosedur pengumpulan data, pencatatan, pengklasifikasian, dan 
melakukan ringkasan, bagi suatu transaksi keuangan serta pelaporan keuangan 
yang dikerjakan secara manual maupun komputerisasi sehubungan dengan 
pertanggungjawaban APBD adalah suatu cerminan sebuah Sistem Akuntansi 
Pemerintah Daerah yang merupakan perwujudan dari Sistem Akuntansi Keuangan 
Pemerintah Daerah yang dibuat atau diciptakan berdasarkan Permendagri 13 
Tahun 2006 (Halim: 2007). Sementara itu, penerapan sistem akuntansi yang andal 
dapat mempengaruhi kualitas LKPD (Mardiasmo: 2006). 
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Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Kabupaten Grobogan 
juga melum memadai.Hasil pemeriksaan BPK pada SKPD-SKPD di lingkungan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan yang menjadi sampel dalam 
pemeriksaan tahun 2011 s/d 2014 dapat diuraikan antara lain: 
1) Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak menunjukkan kondisi yang 
sebenarnya; 
2) Persediaan yang disajikan di Neraca tidak menggambarkan nilai yang 
sebenarnya; 
3) Nilai Investasi Non Permanen dalam Neraca tidak menggambarkan nilai yang 
sebenarnya; 
4) Realisasi Belanja Barang pada Dinas Pendidikan tidak sesuai dengan 
substansi kegiatannya; 
5) Penyajian Investasi Permanen belum sepenuhnya memadai; 
6) Pertanggungjawaban atas Belanja Makan Minum belum memadai; 
Sistem pengendalian Intern pemerintah merupakan hal yang sangat utama 
dalam kelangsungan pembangunan semua unsur pengendalian kepemerintahan. 
Undang-undang Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP telah dipersiapkan seperti 
berikut: “SPIP merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang 
dilakukan oleh pimpinan dan pegawai yang dilaksanakan secara terus menerus 
demi memberikan keyakinan yang  memadai  atas tercapainya tujuan organisasi 
melalui kegiatan yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang andal, 
pengamanan terhadap aset Negara, dan kepatuhan terhadap peraturan 
perundangan-undangan, sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
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60 Tahun 2008. SPIP juga dikatakan sebagai suatu sistem pengendalian intern 
yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah.(PP No. 60 Tahun 2008)”. 
Hasil pemeriksaan BPK tahun 2011 s/d 2014 pada SKPD-SKPD yang 
dijadikan sampel pemeriksaan menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan masih belum memadai. Keadaan ini 
ditunjukan dengan: 
1) Pengendalian intern atas Pengajuan SPP-SPM dan Penerbitan SP2D tidak 
memadai; 
2) Pengendalian intern atas Persediaan pada beberapa SKPD kurang memadai 
dan belum dilaksanakan dengan tertib; 
3) Pengendalian intern Belanja Pegawai Bantuan Kesejahteraan Pendidik 
Wiyata Bhakti Pendidikan Formal dan PAUD belum dilaksanakan dengan 
tertib; 
4) Pengendalian atas Pencairan Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa kurang 
memadai; 
5) Kelemahan pengendalian intern atas asset tetap; 
6) Sistem pengendalian intern atas Prosedur Pendataan, Penetapan, dan 
Penagihan Pajak dan Retribusi di DPPKAD belum sepenuhnya memadai; 
7) Pengendalian atas Pemberian  Hibah dan Bantuan Sosial tidak melalui 
verifikasi  oleh DPPKAD; 
8) Kelemahan pengendalian atas Anggaran Belanja Daerah; 
9) Pengendalian Kas Daerah dan Kas BLUD belum memadai; 
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Berdasarkan uraian-uraian didepan selanjutnya dapat disusun rumusan 
masalan penelitian sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian intern terhadap Laporan Kuangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan ? 
2. Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan ? 
3. Bagiaman pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan ? 
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 
Pada bagian ini akan disebutkan dan dijelaskan tentang tujuan penelitian 
dan manfaat penelitian. 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan 
sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah 
1. Untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internterhadap nilai 
informasi pelaporan entitas akuntansi pemerintah daerah. 
2. Untuk menganalisis pengaruhkompetensisumber daya manusia terhadap 
nilai informasi pelaporan entitas akuntansi pemerintah daerah. 
3. Untuk menganalisis penerapan sistem akuntansi keuangan daerahterhadap 
nilai informasi pelaporan entitas akuntansi pemerintah daerah. 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu : 
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1. Aspek teoris 
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam 
menganalisis nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah 
daerah.Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi 
peneliti selanjutnya. 
2. Aspek praktis 
Manfaat yang dapat diambil dari aspek praktis, hasil penelitian ini 
dapat digunakan sebagai sumbang saran bagi pemerintah daerah 
Kabupaten Grobogan dalam bidang DPPKAD untuk meningkatkan 
kualitas laporan keuangan daerah. 
1.4 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan merupakan suatu pola dalam penyusunan karya 
ilmiah untuk memperoleh gambaran secara garis besar dari bab pertama hingga 
bab terakhir. Hal ini dimaksudkan agar pembaca lebih mudah memahami isi 
penelitian. Penelitian ini terdiri dari lima bab, sebagai berikut: 
BAB I: PENDAHULUAN  
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika 
penulisan. 
BAB II:  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menjelaskan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, 
kerangka pemikiran, dan hipotesis yang diajukan berdasarkan toeri 
yang digunakan. 
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BAB III:  METODE PENELITIAN 
Bab ini terdiri dari uraian variabel penelitian dan definisi 
opersional penelitian, penjelasan metode penentuan populasi, 
sampel, jenis, dan sumber data serta penjelasan tentang metode 
pengumpulan data dan analisis yang digunakan dalam penelitian 
ini. 
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi tentang analisis data, interpretasi hasil dan 
pembahasan terhadap hasil penelitian. 
BAB V: PENUTUP 
Bab ini terdiri dari kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan 
penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya. 
 
 
 
 
 
 
 
